
GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu
ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021;

1964 tentang Penetapan

Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8, Tambahan Lembaran

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun
Peraturan Pemerintah

Mengingat

Negara Republik Indonesia Nomor2688);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

4. Undang-Undang
Perencanaan Pembangunan

Tahun

Nomor 25 Tahun
Nasional (Lembaran

2004 Nomor 104,

2004 tentang Sistem

Negara
Tambahan

Republik Indonesia

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);
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Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 23

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan

Kepala Daerah
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan9.
Umum sebagaimana telah diubah dengan PeraturanBadan Layanan

Pemerintah Republik indonesiaNomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 171,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Peimerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
KeteranganPemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Dewan Perwakilan RakyatPertanggungjawaban Kepala
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Daerah Kepada

12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil

Pemerintah di Wilayah Provinsi

Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5107);

Lampung, (Lembaran Negara Republik

13.Peraturan Pemerintah Nomnor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Tahun 2017 tentang Pembinaan dan14.Peraturan Pemerintah Nomor 12

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan

Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (BeritaNegara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 754);

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
serta Pelaksanaan danPengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Repu blik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1067);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang

Pengutamaan
Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu,

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan

Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka

Mendukung Penanganan Pandenmi COVID-19 Dan Dampaknya, (BeritaNegara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

24.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5Tahun 2021 tentang

Petunjuk Operasional dan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun

Anggaran 2021, (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

25.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Non Fisik, (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 116);

26.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Khusus Non

Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran

2021, (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

27.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang

Kesehatan Tahun Anggaran 2021, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 403);

Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang
28.Peraturan Daerah

Pemberntukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;



29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2021, (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Nomor 5 Tahun 2020, Tambahan Lembar Daerah
Provinsi Lampung Nomor 5);

30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 5,Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 5);

31.
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2020 tentang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Lampung Tahun 2021,
(Berita Daerah ProvinsiLampung Tahun 2020 Nomor 41);

32 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4107 Tahun 2021
tentang Evaluasi Rancangan
Lampung,

Peraturan Daerah Provinsi

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat
dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat
dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban
Daerah tersebut.

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Perda.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

anggaran berkenaan.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah
untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan

2.

3.

4.

5.

6.

Desentralisasi.

7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan

membantukepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk
merupakanmendanai kegiatan khusus yang Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalamn

periode tahun anggaran berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran berkenaan mnaupun pada tahun-tahun

anggaran berikutnya.

9 yang perlu dibayar
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10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima
sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain

sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib
dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian,atau
berdasarkan sebab lainnya yang sah;

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)tahun;

13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumn yang
memuat

kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

14.
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya

disingkatRKA SKPDadalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan

belanja SKPDatau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan

pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD;

15. Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah;

adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

16.
Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Provinsi, Bupati bagi Daerah
kabupaten, atau Wali kota bagi Daerah kota;

17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur

18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah

adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar

Rp7.480.925.281.643,14 bertambah sebesar Rp76.572.570.305,40 sehingga menjadi
Rp7.557.497.851.948,54 dengan rincian sebagaiberikut:

1. Pendapatan Daerah
a. Semula
b. Berkurang

Rp7.593.705.281.643,14

(Rp 55.554.508.833,64)
Jumlah Pendapatan Daerah setelahperubahan Rp7.538.150.772.809,50

2. Belanja Daerah
a. Semula Rp7.480.925.281.643,14

Rpb. Bertambah 76.572.570.305,40
Jumlah Belanja Daerah setelahperubahan Rp7.557.497.851.948,54

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan
1) Semula

2)Bertambah
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelahperubahan

Rp 58.790.000.000,00o

Rp 132.127.079. 139,04
Rp 190.917.079.139,04



b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula

2)Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 171.570.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Sisa Lebih Pembinyaan Anggaran setelah perubahan Rp

Rp 171.570.000.000,00

Rp 0,00

Rp 19.347.079.139,04

Rp 0,00

Pasal3
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi

Menurut Kelompok,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Jenis, Objek, Rincian Objek,

2. Lampiran II Penjabaran
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan,

Pendapatan, Belanja,dan Pembiayaan

Perubahan APBD Menurut Urusan

Kelompok, Jenis, Objek Rincian Objek,

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

Hibah;

4. Lampiran IV
Daftar

Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

6. Lampiran VI.a Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

7. Lampiran VI.b Rincian DBH- Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota

8. Lampiran VIl Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek

9. Lampiran Vl1 Sinkronisasi Kebijakan

pada Daerah

Pemerintah Provinsi/

Kabupaten/Kota
Rancangarn Peraturan Daerah tentang APBD danRancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan
Program Prioritas Perbatasan Negara.

Perbatasan Dalam
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Pasal4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur dengan penempatannya dalam BeritaDaerah.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 September 2021
GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 22 September 2021

SEKRETARIS DAERAHPROVINSILAMPUNG,

WÁHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR.


